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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesiimpulan sebagai 

berikut : 

1. Analisis Yuridis sengketa harta bersama dalam hak tanggungan bahwa 

berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Apabila suami dan isteri 

melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan harta bersama, maka 

hal tersebut harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh 

karena itu, Suami dan isteri yang melakukan perbuatan hukum dalam 

bentuk perjanjian kredit dengan menjadikan harta bersama sebagai 

obyek jaminan, mempunyai kewajiban yang sama untuk melunasi 

hutang tersebut.Namun hal tersebut justru berimbas pada pihak yang 

namanya diagunkan di bank. Dimana pihak suami/isteri yang namanya 

dijadikan jaminan untuk pihak bank,  apabila terjadi perceraian maka 

wajib baginya untuk melunasi hutang tersebut sebelum harta bersama 

tersebut disengketakan. Harta bersama yang diagunkan di bank harus 

menjadi tanggungjawab bersama dalam hal ini untuk melakukan 

perbuatan hukum termasuk hutang piutang.  
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2. Faktor-faktor  yang menyebabkan sengketa harta bersama yang sedang 

dalam hak tanggungan yakni sebagai berikut : 

a. Faktor Interen  

(1) Berasal Dari Pihak suami 

Suami ingin dibagi dua harta bersama yang menjadi hak             

      tanggungan 

(2)  Berasal Dari Pihak Isteri 

Pihak isteri merasa bahwa diantara para pihak tersebut lebih   

       berhak atas harta bersma tersebut. 

(3)  Kedua belah pihak ingin mempunyai kekuatan hukum terhadap     

       harta bersama tersebut segera harta tersebut diselesaikan secara 

       hukum. 

(4) Pihak suami/isteri mempunyai kebutuhan terhadap harta 

         bersama tersebut, karena memang merasa diri bahwa didalam    

        harta bersama tersebut adalah terdapat sebagian haknya. 

b. Faktor eksternal antara lain : 

1. Tuntutan hidup yang nantinya harus dijadikan modal usaha 

2. Tuntutan oleh anak-anak sebagai alasan bahwa anak tersebut 

berada dalam pengasuhannya. 

5.2 Saran 

1. Bagi hakim sebaiknya memutus perkara sengketa harta bersama dalam 

hak tanggungan sebaiknya tanpa menunggu hutang tersebut dilunasi 

kepada pihak ketiga melainkan hutang tersebut dibayar bersama 
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sekalipun telah terjadi perceraian tanpa mengacu siapa nama yang 

menjadi jaminan saat melakukan kredit di bank. 

2.    Bagi pasangan suami isteri sebaiknya tidak mempermasalahkan siap 

yang paling berhak atas harta tersebut karena sudah jelas dalam 

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa harta bersama 

merupakan harta kepemilikan bersama yang didapat selama 

perkawinan. Sehingga segala perbuatan hukum yang timbul selama 

perkawinan dengan menggunakan harta bersama tersebut harus 

ditanggung bersama dan harus mendapat persetujuan dari kedua belah 

pihak. 
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